REPUBLIK INDONESIA

No.652, 2018 KEMENDIKBUD. Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa untuk menyempurnakan pedoman organisasi
perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan
sesuai dengan klasifikasi dan kriteria pembentukan unit
pelaksana teknis daerah, perlu melakukan penyempurnaan
ketentuan-ketentuan terkait dengan unit pelaksana teknis
daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan
hukum, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan
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Mengingat

Menetapkan

atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal I
Lampiran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1519) diubah sehingga menjadi sebagaimana
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tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BIDANG
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan nomenklatur, tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) merupakan keharusan sejak diundangkannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penataan SKPD
dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan
pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan besaran
organisasi sesuai beban kerja yang diukur berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penataan SKPD diarahkan untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah
yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, percepatan
pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada
masyarakat, dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam penataan
organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur tepat
fungsi dan tepat ukuran, pendelegasian kewenangan, dan tata kerja yang
jelas. Selain hal itu memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah
untuk membangun SKPD sesuai dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya, kebutuhan, kemampuan, potensi, dan
karakteristik daerah yang berbeda satu sama lain.

Dasar utama penataan SKPD adanya urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan
wajib, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun urusan wajib
yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah
memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat
dapat terpenuhi secara optimal. Selain hal itu daerah juga melaksanakan
sebagian urusan tingkatan pemerintahan di atasnya melalui tugas

pembantuan untuk sebagian kewenangan Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah provinsi apabila provinsi mengambil opsi tugas
pembantuan.

Organisasi perangkat daerah merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada gubernur/bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.



Organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu
gubernur/bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka memberikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menyusun pedoman ini sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 109
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah yang menyebutkan bahwa nomenklatur perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan
pedoman dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang
membidangi urusan pemerintahan tersebut.

Satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang

diatur dalam pedoman ini terdiri atas 6 (enam) nomenklatur, yaitu:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan S (lima)
Bidang;

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 4 (empat)
Bidang ;

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe B;

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 5
{lima) Bidang;

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 4
(empat) Bidang; dan

f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe B.

Penanganan urusan pendidikan menengah yang hanya diotonomikan pada
daerah provinsi dapat dilaksanakan sendiri oleh daerah provinsi atau
dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas
pembantuan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa pada Perangkat
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan
Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi
dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota. Pemilihan alternatif
cabang dinas maupun tugas pembantuan memiliki kelebihan dan
kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangannya
tersebut adalah sebagai berikut:

NO. | KELEBIHAN/ TUGAS CABANG DINAS
KEKURANGAN PEMBANTUAN
1. KELEBIHAN a. Tidak Pengendalian dan
menambah pengawasan penyelenggaraan
struktur urusan lebih terkontrol
b. Efisiensi
anggaran

c. Sumber Daya
Manusia yang
akan
menangani
sudah tersedia
di kabupaten/
kota
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